BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR : 22, TAHUN 2014

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR.20 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN.2014
BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daergh
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 .dan dalam rangka
melaksaakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor & Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati
Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daecrah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014,

perlu ditinjau kembali ;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka
perlu dibentuk Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 20
Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2685)
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah.dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang © Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Kuantan Sengingi, Kabupaten Natuna
dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Noinor 181,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2000
tentang Perubahan undang-undang Nomor 53 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3968) dan undang-undang Nomor
11 Tahun 2003 tentapg Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 53 Tahun 18%@ (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 (Lembaran Negara Tahun. 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4493) dan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubaha kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Nomor-4844);

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor -58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4693);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014.

KETENTUAN UMUM :
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tagun 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan hilir Tahun 2013 Nomor 20),diubah sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2014 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN
" ROKAN HILIR SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

BABIII RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN ‘PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN ROKAN HILIR

BAB VI PENUTUP
Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mehgetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir,
Ditetapkan di Bagansiapiapi

Pada tanggal, 31 Juli 2014




Diundangkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal, 31 Juli 2014
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BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014 NOMOR : 23
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